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ABSTRAK

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan yang wajib di berikan dalam
setiap tindakan kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum antara pasien dan
tenaga keschatan sesuai dengan Pasal 293 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaanya pemberian imunisasi merupakan upaya
peningkatkan kekebalan tubuh seseorang sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, hal ini
menjadi suatu kejiwaban untuk diberikan kepada setiap orang terutama terhadap
Imunisasi Program, namun dalam pemberiannya masih banyak tindakan pemberian
imunisasi tanpa menggunakan informed consent dan mendapat penolakan oleh
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis bagaimana
perlindungan hukum terhadap pasien atas ketiadaan informed consent dalam
pelaksanaan imunisasi di praktik bidan mandiri Matahari kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian normatif yang dibantu dengan data empiris, dengan menggunakan
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini
membahas mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) dan perlindungan
preventif dan represif atas ketiadaan informed consent dalam pelaksanaan imunisasi
di praktek bidan mandiri Matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa harus adanya pengaturan baru terkait
pemberian informed conset kepada pasien yang akan melakukan imunisasi sebagai
bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pasien dan bidan sebagai tenaga
kesehatan.

Kata Kunci: Informed Consent; Imunisasi; Perlindungan Hukum.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai problematika yang
perlu ditangani dan salah satunya ialah mengenai perlindungan anak yang
mencakup hak atas kesehatan serta memerlukan perhatian khusus dan tindakan
yang serius. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB memuat tentang hak
asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pihak-pihak yang
berkewajiban dalam menjamin hak asasi manusia untuk hidup dan sehat sebagai
wujud perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.’
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang prima dirasakan
sebagai suatu fenomena yang harus segera direspon oleh tenaga kesehatan. Respon
yang ada harus bersifat kondusif dengan mempelajari langkah-langkah konkrit
dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pelaksanaan imunisasi terhadap bayi
dan balita sejak dini.

Tujuan dari memberikan dan meningkatkan kesehatan sesuai dengan amanat
yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan yang mana kesadaran akan kesehatan pada masyarakat meningkat
seiring dengan meningkatnya juga peranan hukum pada pelayanan kesehatan,

pelayanan kesehatan dapat dikatakan perbuatan hukum yang menimbulkan

1 Abdussalam, Adri Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK. 2016, him.
14



hubungan hukum.? Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk selalu memberikan
pelayanan secara maksimal dan merata di seluruh pelosok daerah.

Salah satu program kesehatan yang diberikan oleh pemerintah adalah
imunisasi, Imunisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan
dengan penyakit maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan,
imunisasi juga merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat
efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita.> Cara kerja
imunisasi yaitu dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah
dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan merangsang sistem imun tubuh dengan
membentuk antibody. Imunisasi di Indonesia bertujuan untuk menurunkan angka
kejadian penyakit dan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi tersebut. Imunisasi merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu
dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
disebutkan bahwa:

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk

memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

(2) Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi untuk memberikan

perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

2 Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo,
2018, him. 26



(3) Pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat

harus mendukung imunisasi kepada bayi dan anak.

Namun dengan demikian imunisasi dapat menimbulkan efek samping yang
tidak diinginkan baik bersifat lokal maupun sistematik. Reaksi berat yang tidak
terduga sampai yang mengancam nyawa bisa terjadi, disamping itu masih terdapat
kontroversi masalah imunisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya
dengan adanya program imunisasi. Imunisasi juga berdampak pada psikologi
terhadap orang tua dan masyarakat dikarenakan imunisasi pada anak yang sehat
menimbulkan reaksi, sehingga bila terjadi reaksi betapapun kecilnya akan memicu
rasa tidak nyaman pada orang tua. Apapun penyebabnya, masyarakat akan selalu
bersikap menolak apabila timbul reaksi pasca imunisasi. Kondisi tersebut berakibat
anak menjadi rentan terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan dan
kematian.*

Sejalan dengan berkembangnya praktik imunisasi yang diberlakukan di
indonesia ternyata belum dapat dikatakan maksimal, karena masih banyak bayi atau
balita yang belum mencapai usia pas dalam pelaksanaan vaksin namun telah
mendapatkan vaksinisasi. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi hal
tersebut selain dari geografis, asas prioritas, juga berasal dari golongan masyarakat
anti terhadap vaksinisasi yang bagi menjadi 3 kategori yakni, (1). Masyarakat yang
memiliki kecurigaan berlebihan dengan pemerintah, sistem kesehatan dan bisnis

farmasi, (2). Masyarakat yang menolak vaksin karena alasan keimanan, dan

4 Mas Saleha. Angela, Dkk,2021, Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi
Dasar Terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi, Jurnal Borneo Cendekia, Vol.
5No 1, Him. 54



dilarang di dalam kepercayaannya, (3). Golongan masyarakat yang tergabung dari
dua golongan sebelumnya.®

Berdasarkan data data cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-
23 bulan, Riskesdas 2018 menunjukkan cakupan imunisasi sebesar 57,9%. Angka
ini sedikit menurun jika dibandingkan Riskesdas 2013 sebesar 59,2% (Riskesdas,
2018). Ketidaklengkapan imunisasi dasar pada bayi dapat mengakibatkan bayi
lebih rentan terhadap penyakit. Kekebalan tubuh yang belum terbentuk dengan baik
ini mengakibatkan bayi bisa sangat mudah tertular oleh suatu penyakit dan akan
menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi terganggu.®

Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa mencatat pendataan
perkembangan posyandu pada tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan menjadi kabupaten dengan jumlah posyandu terendah dengan jumlah 23
unit dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.’
Kemudian setelah dilakukan analisis lebih dalam ditemukan grafik data yang
dimiliki oleh Posyandu Matahari pada praktek bidan mandiri di Kampung Balam

Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan, sebagai berikut.

5 Rusharyati. Dwi, dkk, 2017, Perlindungan Hak Anak dalam Pelaksanaan Program
Imunisasi di Kabupaten Karanganyar (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak di Kabupaten
Karanganyar), Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V No. 2, HIm. 43

¢ Dalimawati, D., Najmah, N., & Fajar, N. A. (2023). Determinan Imunisasi Dasar Lengkap
pada Bayi di Indonesia: Telaah Pustaka. Health Information: Jurnal Penelitian, 15(2)

" Data Perkembangan Posyandu 2022 Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, E-
PRODESKEL (kemendagri.go.id), Diakses pada tanggal 15 Des. 23 Pukul 23.28 WIB.
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Gambar 1.1
Data Peserta Posyandu Matahari 2023
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Sumber: Data Posyandu Matahari 2023 Praktik Bidan Mandiri Matahari Kelurahan Pancur
Pungah,

Adanya penurunan ikut serta Masyarakat dalam pelaksanaan posyandu yang
dibuktikan dari grafik diatas (Gambar 1.1) menjelaskan bahwa masih banyak
masyakat yang belum mengerti bagaimana penting nya posyandu terhadap buah
hatinya, padahal dari laporan bidan praktik mandiri matahari terdapat sekitar 83
bayi dan balita yang ada di lingkungan pancur pungah, namun dengan jumlah yang
demikian masih banyak orang tua yang belum melakukan imunisasi terhadap buah
hatinya, banyak factor yang mempengaruhi salah satunya masih belum
teredukasinya para orang tua terhadap pentingnya imunisasi bagi buah hati sebagai
salah satu bentuk pencegahan kesehatan.®

Sejatinya imunisasi merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan yang

bersifat prefentif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau

8 Wawancara dengan Bidan Sudarwati, 16 Desember 2023, di Praktik Bidan Mandiri
Matahari Keluruhan Pancur Pungah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah
timbulnya penyakit. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan rasa kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap individu untuk dapat mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya di masyarakat sebagai bentuk investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.®
Dalam semua tindakan kesehatan yang berujung pada dampak resiko tinggi
sangat wajib mendapatkan persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien.
Persetujuan yang dilakukan ini disebut dengan Informed consent. Informed consent
memuat informasi yang diberikan dalam melakukan tindakan kedepannya, dengan
tujuan mencapai kesepakatan antara pasien dan bidan, agar para pasien dapat
mengetahui apa yang akan dilakukan, bagaimana manfaatnya, bagaimana resiko
yang akan terjadi, dan alternatif lain yang diberikan oleh bidan kepada pasien.
Yang pada dasarnya informed consent merupakan proses komunikasi, dalam proses
komunikasi informasi diberikan oleh bidan, diterima oleh pasien, dan di
dokumentasikan dalam lembar informed consent,!! penjelasan ini sangat wajib
diberikan secara jelas oleh bidan baik secara tertulis maupun lisan dengan
penjelasan yang dapat dipahami oleh para pasien, hal ini telah diatur dalam Pasal
28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang lzin dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan, bahwa: “Bidan berkewajiban untuk memberikan

® Made Wipra, 2023, Analisis Hukum Tentang Peranmedia Sosial Sebagai Sarana Promosi
Kesehatan, Jurnal Rechtens, Vol. 12, HIm. 229

10 Tri Wahyuning. Dita Kristiana, 2020, Informed Consent Pelayanan Kebidanan Di Pmb
Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta, Jurnal Gaster, VVol. 18 No. 1, HIm.2

11 Muladi, Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum
dan Masyarakat, Bandung: Refika, Aditama, 2009, him.184.



informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan,
meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, melakukan pencatatan asuhan
kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis”.

Tetapi dalam praktiknya sering kali ditemukan masalah dan kendala dalam
pelaksanan persetujuan tersebut, seperti metode komunikasi atau bahasa yang
digunakan dalam komunikasi yang masih kurang jelas, minimnya informasi yang
diberikan kepada pasien, padahal dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dijelaskan bahwa :
“Sebelum pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus memberikan
penjelasan tentang Imunisasi meliputi jenis vaksin yang akan diberikan, manfaat,
akibat apabila tidak di imunisasi, kemungkinan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI) dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal Imunisasi
berikutnya”.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di praktik bidan mandiri matahari
melalui wawancara terhadap bidan mandiri matahari, didapat bahwa masyarakat
cenderung masih memiliki ketakukan terhadap dampak yang terjadi setelah
dilakukannya imunisasi baik dari demam sampai banyaknya kasus lumpuh,
masyarakat yang enggan melanjutkan imunisasi setelah buah hatinya demam dan
rewel sebagai efek samping dari imunisasi, yang kemudian menimbulkan ketakutan
pula pada masyarakat lain. Apalagi dari hasil wawancara didapat bahwa tidak
adanya format informed consent secara tertulis yang dapat diberikan kepada pasien.
Bahkan dalam praktiknya sering kali bahwa pasien tidak mendapatkan informasi

terhadap vaksin apa yang akan diberikan dan Kejadian lkutan Pasca Imunisasi



(KIPI). Padahal hal tersebut sangat penting sebagai salah satu bentuk sosialisasi
yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat,?

Dengan adanya penjelasan mendalam diharapkan penelitian ini bermanfaat
untuk tenaga kesehatan khususnya bidan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai
dengan standar etika serta hukum yang berlaku, agar resiko yang diterima oleh para
pasien dapat lebih diminimalisir dan paling utama dapat menjadi wawasan baru
bagi masyarakat luas terkait penting nya memahami informed consent, sehingga
berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka sangat menarik untuk dibahas
dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PASIEN ATAS KETIADAAN INFORMED CONSENT DALAM
PELAKSANAAN IMUNISASI DI PRAKTIK BIDAN MANDIRI
MATAHARI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) atas
ketiadaan informed consent dalam pelaksanaan imunisasi di Praktik
Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

2. Bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pasien
atas ketiadaan informed consent dalam pelaksanaan imunisasi di praktek

bidan mandiri matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

12 Transkripsi Hasil Wawancara dengan Sudarwati, Bidan Matahari Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, melalui telephone tanggal 12 Januari 2024, Pukul 15.27 WIB.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, adapun

tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1.

Untuk menjelaskan dan menganalisis Standar Prosedur Operasional
(SPO) pemberian informed consent dalam pelaksanaan imunisasi di
Praktik Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan.

Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum preventif
dan represif terhadap pasien atas ketiadaan informed consent dalam
pelaksanaan imunisasi di praktek bidan mandiri matahari kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan

dengan tujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap permasalahan yang

akan dibahas, dalam penelitan ini membahas permasalahan sebagai berikut :

1.

Standar Prosedur Operasional (SPO) pemberian informed consent
dalam pelaksanaan imunisasi di Praktik Bidan Mandiri Matahari
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pasien atas
ketiadaan informed consent dalam pelaksanaan imunisasi di praktek

bidan mandiri matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
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E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilaksanakan harus memberikan manfaaat yang

jelas. Adapun manfaat yang dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a.

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan atau bahan
pustaka yang berguna bagi pengembangan IiImu Hukum terutama yang
berkaitan dengan Informed Consent dalam pelaksanaan imunisasi.

Hasil penlitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam
literature hukum perdata, hukum kesehatan, dan bidang hukum lainnya
yang berkaitan, sehingga dapat membantu kegiatan proses belajar

mengajar dan penulisan karya ilmiah hukum lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Bidan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi seluruh
praktik bidan mandiri sehingga dalam menjalankan tugasnya bisa
berlangsung dengan sempurna tanpa adanya hambatan dengan tetap
memperhatikan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan peraturan
yang ada.

Bagi Pasien

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada para
pasien untuk lebih selektif dan lebih hati-hati dalam mengambil atau
memberikan persetujuan tindakan medis serta dalam memberikan

pemahaman terkait hak dan kewajiban dari para pasien.
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c.  Bagi Masyarakat
Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa manfaat berupa
informasi baru serta pemahaman bagi masyarakat luas terkait
pentingnya persetujuan tindakan medis (informed consent).
F. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan suatu acuan untuk memberikan gambaran atau
batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan
dilakukan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1.  Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat
dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat yang dikenakan
peraturan.®* Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan
sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang
baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan
yang harus ditaati.'*
Teori kepastian hukum ini digunakan oleh penulis dengan dikaitkan

atas permasalahan yang akan dibahas mengenai informed consent yang

13 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya
dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada
Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Mei 2014, him. 219,
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285, diakses pada tanggal
24 September 2023

14 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
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dilakukan oleh bidan dalam pelaksanaan imunisasi sebagai perlindungan
terhadap pasien dalam praktik kebidanan.
2.  Teori Perlindungan Hukum

Dalam sejarahnya sebagaimana dikutip dari Satjipto Raharjo awal mula
dari munculnya teori perlindungan hukum ini bermuara pada teori hukum
alam atau aliran alam, dalam penjelasannya menurut aliran hukum alam
bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat abadi, sehingga sangat
sulit untuk memisahkan antara hukum dengan moral yang dianggap sebagai
kehidupan manusia. Sehingga, dalam kehidupan manusia hukum memiliki
tujuan pokok menciptakan ketertiban dan keseimbangan bermasyarakat.*®

Kemudian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo menjelaskan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk
menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan
peraturan dan kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama.®

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang menjadi pelindung atau
payung dari individu masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, perlindungan hukum senyatanya dipisahkan menjadi

dua macam, yakni:

15 Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan
Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitsembagut”, Skripsi, Medan: Universitas Medan Area, 2017,
him. 11

16 Sudikno Mertokusumo dalam Ribka Djula, Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Ahli
Teknologi, Tesis Magister Hukum, Universitas Mataram, 2010, him. 11
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a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum
yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah adanya
pelanggaran, hal ini dimuat dalam peraturan perundang-
undangan dengan tujuan untuk memberikan payung pencegahan
sebelum pelanggaran itu terjadi.

b.  Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai payung
pencegah yang dimiliki oleh setiap individu dan negara berkewajiban untuk
menjaga serta melindungi hak-hak dari tiap warga negaranya. Terkait dengan
penelitian ini pasien memiliki perlindungan hukum yang dipastikan oleh
negara dengan tujuan untuk selalu memastikan haknya terutama dalam
mencapai kesehatan yang layak.

Berdasarkan uraian diatas bahwa informed consent merupakan salah
satu hal yang mutlak untuk diberikan sebagai perlindungan kepada pasien
dalam usaha untuk memberikan kesembuhan pasien hal ini telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 112 dan
pasal 276 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan,

pengaturan ini mengatur terkait kebebasan mendapatkan informasi terhadap
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kesehatan pasien dan jaminan bagi pemerintah terhadap perlindungan hukum
bagi setiap orang.
3. Teori Perjanjian

Buku 111 KUH Perdata mengatur tentang verbintensissenrecht, dimana
tercakup pula istilah overeenkomst, dikenal dari 3 terjemahan verbentenis,
yaitu perikatan, perutangan, perjanjian. Sedangkan overeenkmost ada 2
terjemahan, vyaitu perjanjian dan persetujuan.l’ Dalam pengertiannya
perjanjian dijelaskan dan dimuat dalam Buku Il dan Bab Il KUH Perdata,
Pasal 1313 KUH Perdata bahwa: “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu
perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih”, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Cakap dalam membuat suatu perikatan.

3) Suatu hal tertentu.

4) Suatu sebab yang halal.

Dalam dunia kesehatan terdapat perjanjian yang sering digunakan oleh
tenaga kesehatan, perjanjian tersebut yakni perjanjian terapeutik. Perjanjian
terapeutik adalah perjanjian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan
pasien dimana pasien memberikan wewenang kepada tenaga kesehatan untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan

keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut.8

17 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Y ustitia, 2009,
him, 41

18 Achmad Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Cosent) Dalam
Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Law & Justice Journal Vol. 1.
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Perjanjian terapeutik dikategorikan ke dalam inspanningverbintenis
dikarenakan tenaga kesehatan atau dokter memberikan pelayanan kesehatan
sebagai upaya menyembuhkan pasien dengan seluruh kemampuan dan
keterampilan sesuai standar profesinya dan pasien memberikan kewenangan
dengan menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan.'®Berdasarkan teori perjanjian sebagai sumber hubungan hukum
dalam pelayanan kesehatan maka dapat disimpulkan bahwa informed consent
merupakan suatu perikatan lahir dari suatu perjanjian antara dua pihak dimana
masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebelum tindakan medis
dilakukan.
G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam memperoleh data
secara lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan
yang diinginkan dalam penelitian dapat tercapai. Penulisan penelitian karya tulis
ilmiah memerlukan data-data konkret yang mempunyai nilai kebenaran yang dapat
dipercaya yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan berbagai
metode. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan

No. 1, 2018, him. 6, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3570/1991, diakses
pada tanggal 23 September 2023

19 Friska Realita, Daniel Budi Wibowo, dan Agnes Widanti, Implementasi Persetujuan
Tindakan Medis (Informed consent) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam
Sultan Agung Semarang, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang: SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 1, 2016, him. 31.
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menganalisis gejala hukum tertentu.?® Adapun metode penelitian yang dilakukan
oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini merupakan penelitian
normatif dan didukung data empiris. Penelitian normatif adalah penelitian
hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai serta
hukum positif. Pendekatan normatif tersebut mengacu kepada norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.?
Sedangkan data empiris sebagai data pendukung dimaksudkan sebagai
pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan semua data
yang berkaitan dengan fakta dilapangan.
2.  Pendekatan Penelitian
a.  Pendekatan Konseptual
Pendekatan berdasarkan pada kepustakaan atau data sekunder
untuk menyusun kriteria dan indikator yang berkaitan dengan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip teoritis.??
b.  Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan

20 Ali, Metode Penelitian Hukum, cet 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 14

21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-10 Jakarta: Sinar Grafika, 2018,
him. 105

22 K alista, H. Yuhelson, B. Nainggolan., “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu
Yang di Umumkan Tanpa Seizin Pencipta”, Jurnal Multidisiplin Indonesia , VVol. 2 No. 9, 2023,
him. 2947.
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(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-

undangan ini seperti mempelajari konsistensi/kesesuaian antara

Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara

Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang

lainnya. 2

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

a)
b)
c)
d)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam pemberian
imunisasi di praktek bidan mandiri matahari kabupatan

Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dari

bentuk publikasi terkait hukum yang merupakan arsip-arsip

dokumen resmi, publikasi ini meliputi buku-buku, kamus-kamus

2021.

2 Saputra R., “Implementasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum Di
Indonesia Serta Kritik Terhadapnya”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, Vol. 4 No. 1,
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hukum, jurnal hukum dan digunakan untuk menjadi pemahaman
baru terhadap bahan hukum primer.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada
hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang akan memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan
sekunder, berupa acuan di bidang hukum (abstraksi peraturan
perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum)

dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).?

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a.

Studi Kepustakaan

Melakukan kajian literatur untuk mengumpulkan data sekunder
dan tersier dari karya akademik baik yang berupa buku-buku
ilmiah, skripsi, artikel di jurnal, makalah, tesis, disertasi dan
sumber tertulis lainnya baik dalam bentuk cetakan maupun
elektronik.

Studi Wawancara

Dalam hal ini akan dilakukan wawancara dengan tujuan untuk
mencapai informasi, dan lokasi penlitian ini adalah Praktik Bidan
Mandiri yang terletak di Kampung Balam Kelurahan Pancur

Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan Provinsi

24 Rachmad Baro, Penelitian Hukum Doktrinal, Makassar: Indonesia Prime, 2017, him. 117
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Sumatera Selatan. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan
Praktik Bidan Mandiri Matahari merupakan salah satu klinik
kesehatan di kabupaten Oku Selatan yang melakukan berbagai
macam tindakan medis pada pasien.
4.  Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini dianalisis
secara kualitatif yaitu menyajikan data-data hukum, kemudian dianalisis
sehingga terbentuk sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian,
kemudian diuraikan secara deskriptif yakni penulis akan menggambarkan
fakta-fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian guna memperoleh
gambaran yang dapat dipahami.
5. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini penulis menarik kesimpulan menggunakan teknik
penarikan kesimpulan secara deduktif yakni cara berpikir yang mengambil
pernyataan bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

sesuai dengan pokok permasalahan
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